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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL
DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI

Nomor : 09 Tahun 2020
Nomor : 004/HT.01.04/035/2020

TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN SECARA ONLINE DALAM
PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
(11 - 02- 2020 ), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ABDUL HONI, S.H, M.M : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal
beralamat di jalan Gatot Subroto No.38 Slawi
yang dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut di atas untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang
diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal
Nomor : 821.2/1637 tahun 2020 tentang
Pengukuhan ASN dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Administrator di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal,
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU

II. HERY HARTOJO : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Cabang Slawi beralamatkan di
J1. Ahmad Yani Nomor 30 Slawi dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas
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untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di
Semarang berdasarkan Surat Keputusan
Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Nomor 0294/HT.01.01/2018 tanggal
13 Juli 2018 dan atas Surat Kuasa Notariil Ny.
Titi Ananingsih Soegiarto, SH Nomor 243
tanggal 31 Desember 2002 oleh karenanya
sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut
di atas, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Mendasarkan pada ketentuan :

a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

b. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

"/ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

f. Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
Tanggal 31 Juli 2019 Nomor AJ.502/23/14/2019 tentang Penyelenggaraan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

g. Kesepakatan Bersama Pemerintahan Kabupaten Tegal dengan Bank Jateng
Nomor : 19 Tahun 2020 dan 11/HT.01.01/035/X/2019 tentang Pengelolaan
Uang Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

oo

— PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam
Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Perbankan Secara Online dalam
Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal
selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Pasal-Pasal sebagai berikut :
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BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

a. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan pelayanan
pembayaran retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor secara online.

b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menghindari peluang tindak pidana
korupsi dalam pembayaran retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

Pembayaran retribusi pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi
teknologi yang dimiliki PARA PIHAK;

o"®

BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 3

Kewajiban PIHAK KESATU, adalah :

a. menyampaikan data uji kendaraan bermotor dan besaran tagihan
pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang
berlaku;

b. melakukan rekonsiliasi data transaksi harian melalui Web Rekonsialisasi
sebelum PIHAK KEDUA melakukan pelimpahan dana atas saldo penerimaan
retribusi kendaraan bermotor;

c. melakukan monitoring terhadap rekening penerimaan pembayaran retribusi
pengujian kendaraan bermotor melalui Cash Management System (CMS) yang
diberikan oleh PIHAK KEDUA;

d. melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data
elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi;

e. mengajukan permohonan nomor rekening Perantara PIHAK KESATU kepada
PIHAK KEDUA untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor.

Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah :

a. menerbitkan bukti penerimaan pembayaran retribusi kendaraan bermotor
kepada PIHAK KESATU,
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melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana dengan PIHAK KESATU,
setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik,
rekening koran harian dan laporan transaksi;

Menyediakan fasilitas pembayaran berupa Electronic Data Capture (EDC),
ATM, Internet Banking, Mobil Kas Keliling, dan Agen Lakupandai;

. memberikan fasilitas Cash Management System (CMS) kepada PIHAK

KESATU atas rekening penerimaan;

melakukan pengembangan dan melaksanakan sistem pembayaran retribusi
pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan perkembangan sistem
pembayaran dari PIHAK KESATU, sepanjang tidak bertentangan dengan
kebijakan dan ketentuan internal PIHAK KEDUA serta ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

memberikan nomor rekening Perantara untuk pelimpahan seluruh saldo
penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai permintaan
PIHAK KESATU;

melakukan pelimpahan dana dari rekening perantara ke rekening RKUD
selambat - lambatnya sebelum Pukul 24.00.

BAB IV
HAK
Pasal 4

Hak PTHAK KESATU adalah :

a.

b.

C.

mendapatkan laporan harian, bulanan, dan tahunan hasil pembayaran
retribusi pengujian kendaraan bermotor secara online dari PIHAK KEDUA,;
mendapatkan fasilitas Cash Management System (CMS) atau Web Monitoring
dari PIHAK KEDUA untuk memonitor transaksi penerimaan pembayaran
retribusi pengujian kendaraan bermotor secara on line real time;

meminta rekonsiliasi pada PIHAK KEDUA bila diperlukan.

Hak PTHAK KEDUA, adalah :
a. mendapatkan data uji kendaraan bermotor dan besaran tagihan pembayaran

retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;

b. menerima bantuan PIHAK KESATU bilamana terjadi klaim dari wajib

retribusi terhadap data-data sampai dengan terselesaikannya permasalahan
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB YV
EVALUASI DAN MONITORING
Pasal 5

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMEAB lh\‘l K JATENG

| S




/ 3

ONALYT !!1&“! HYNNEJ

TYE[eq UBp wn3ny uejensaxiaq dejay uese ‘esnl
undede qeqas euarey snind neje ayseraq rur ewesel1oy uelfuelisy undneem
noepaq dejsy ‘(1) yede eped pnsyewip euewreSeqos UBBISBUBIOY UBNIUIOY

suepun
-3uepup yejuuad Seje WNNY UBNJUS)SY BUAIEY BYNQIP Suek 1Seunioju] ‘o
Iseuriojul ewrauad ya[o inyejayIp Suedk iseuLioju] ‘q
wnuwn muyejayip yea3 sues iseuLioju) ‘e
D 3)njun njepaq
yepn (1) jede eped pnsyewrp euewreSeqos ueelseyeldy SUBJUS) UBNIULIOY

‘NLVSTH AVHId ulll yedepusw yeroy
endasy ‘NIVSEM MVHId ueuedwls uep ‘ISBULIOjUl ‘BJep reusgusul uenjualoy
ueduap uedunqnyiaq Suek njensas e[edas uexerseyelow qifem ynaay WMVHId

L 1esed
NVVISVHVITI
IIA gvd

"SI[NJI9] BIBOIS UBse3dalIp
nqgestoy uedueluediod uep Sueluediadip jedep (1) jede eped pnsyewnp
euewredeqoes uerlueliod npyem exduel Speyid yeeq enpsey uen(nissiog sely

“eAuueqifemoy] - ueqifemay
ueynuawad seje jeyua) dejs) eluure] yeyid depeyrsa) ueqifemay] reAunduwaw
yisew Sued yeyid uepruep ueduop ‘rur eureselisy uerlueliag eduiryeisq
1ees eped eAuueqifemoy] ueseuesyePu wnq / yepn sued yeyld ered ueqilemoy
- ueqifemosy uesjsndeySuowr epn 1ul vweseloy ueifuelisd uelyesuad

‘rur ewresel19y] uerlueliad eAudunsdueriaq ueundunuow
yepn Sued yejuueowad ueeligay neje uep ueduepu() - SUEPUNIdd UBNIUAY
epe epqede (1) jefe eped pnsyewip euewredeqos nipyem exsuel uenjuslax
yedjLa) edue) eAULIpUSS ueSulap [ejeq neje Jiyersq tur eweselioy ueilueliog

‘prepusyeyIp Sued ueiryxeduad eddue) wnjeqes ueng (esn) ¢ eAuyequre]
-jequrepes eAuure] eyid epedoy SINI9) BILDSS UBYNYEBILISQUILSW  SNIey
ueynSuesiaq Sues seyrd exew ‘rpeleq niyem exguel wnjeqes rur uellueliad
uejeyedosoy uIyyeSusw njun epuoysslaq eyrd njes yeres [ey wereq
sreyid yepeq enpay] uejexedasay seye dueluediadip

eles 1senfeadip jedep unyel depnes uep ueduejepueyp efes Iunjiyla
unye} (eurnp) ¢ eurees miyem exSuel ynjun nfelreq rul eweseloy uelfuelod

9 [esed
NLAVM VDNV
IA gVE

LIS

(€)

(2)

(1)

(<)

(b)) 7

(€)

(2)

(1)




6/7

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 8

(1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan

(2)

(3)

(4)

ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk
sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut oleh adanya Force
Majeure (keadaan memaksa).

Yang termasuk sebagai Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan
segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak
yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan
ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa - peristiwa termasuk, namun tidak
terbatas pada :

bencana alam / wabah penyakit

pemberontakan / huru-hara / perang

kebakaran

sabotase

pemogokan umum

kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi
secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini

g. gangguan jaringan On Line / Satelit

"o oo

Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force
Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya
selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian
tersebut.

Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena Force Majeure dalam
memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan
tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure.

(S5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat

Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 9

B'erakhimya Perjanjian Kerjasama ini apabila :

dxbuaF perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

tgr]adl perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan
disepakati oleh para pihak.

berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama dan tidak diperpanjang lagi.
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